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Digitalisasi, meningkatnya konsumerisme, dan kemajuan dalam sektor keuangan telah meningkatkan
aksesibilitas produk keuangan di Indonesia. Adapun layanan pinjaman Lembaga Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi digunakan oleh 26 juta peminjam pada tahun 2021. Meskipun demikian,
survei oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 menemukan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia
hanya mencapal 49,68%. Hal ini menimbulkan masalah dimana konsumen dapat mengambil pinjaman tanpa
mempertimbangkan kapasitas keuangan mereka sehingga dapat berdampak pada finansial jangka panjang
peminjam. Periklanan memiliki peran signifikan dalam memengaruhi penggunaan layanan pinjaman dengan
memberikan ruang bagi layanan pinjaman untuk menyampaikan informasi dan mempromosikan produk
mereka. Meskipun telah ditemukan perhatian dan kritik dari masyarakat terhadap periklanan layanan
pinjaman, pelindungan konsumen periklanan layanan pinjaman di Indonesia cukup terbatas, terutama
apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Australiadan Inggris. Skripsi ini berupaya untuk
memahami dan membandingkan perlindungan konsumen dalam periklanan layanan pinjaman di Indonesia,
Inggris, dan Australia untuk menentukan pengembangan yang dapat dilakukan terhadap perlindungan
konsumen bagi periklanan layanan pinjaman di Indonesia. Skripsi ini dilaksanakan dengan pendekatan
yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif- analitis. Penelitian ini menemukan bahwa
periklanan layanan pinjaman telah menjadi pokok perhatian di Inggris dan Australia untuk waktu yang lebih
lama sehingga telah berkembang pengaturan dan tata kelola yang lebih kuat. Dengan demikian, Indonesia
dapat merujuk pada negara tersebut untuk memperkuat pelindungan konsumen terkait dengan periklanan
layanan pinjaman, di antaranya dengan menerapkan pengaturan yang dikhususkan bagi periklanan layanan
pinjaman, memperkuat peran Dewan Periklanan Indonesia, serta mengembangkan mekanisme pengawasan
dan penegakan Otoritas Jasa K euangan.

...... Digitalization, increasing consumerism, and advancements in the financial sector have heightened the
accessibility of financial productsin Indonesia. Notably, Peer-to-Peer Lending saw 26 million lenders using
their credit servicesin 2021. In spite of this, a 2022 survey by Otoritas Jasa K euangan found that Indonesia's
financia literacy rate stands at only 49.68%. This presents a problem, as individuals take on loans without
concern towards their financial capacity, leading to long-term financial consequences. Advertising plays a
key rolein influencing loan service use as it provides a platform for loan services to convey information and
promote their products. Despite public attention and criticism towards |oan service advertising, regulations
and control mechanisms are limited in Indonesiain contrast to countries such as Australia and England. This
thesis aims to understand and compare consumer protection in loan service advertising in Indonesia,
England, and Australiato determine areas in which Indonesia s consumer protection may be strengthened.
Thisthesisis carried out with a normative juridical approach using a descriptive-analytical research
typology. Thisresearch finds that England and Australia have longer-standing concerns about loan service
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advertising, resulting in stronger regulations and governance. As such, Indonesia may benefit from
referencing said countries to strengthen consumer protection for loan service advertising, such as through
creating regulations specific to loan service advertising, strengthening the role of Dewan Periklanan
Indonesia, and enhancing the supervisory and enforcement mechanisms of Otoritas Jasa K euangan.



